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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaparkan bukti empiris mengenai 

pengaruh karakteristik dewan komisaris yang diproksikan dengan dewan komisaris 

independen, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris perempuan, frekuensi rapat 

dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan yang dimoderasi 

oleh komite CSR. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

subsektor makanan dan minuman ringan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama tahun 2021-2023. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang ditentukan, 

sehingga diperoleh 22 perusahaan sebagai sampel. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan dewan komisaris perempuan 

berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan. Sedangkan 

dewan komisaris independen dan frekuensi rapat dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan. Selain itu, komite CSR 

sebagai variabel moderasi tidak mampu memperkuat pengaruh karakteristik dewan 

komisaris terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan. 

Kata kunci: Karakteristik dewan komisaris, komite Corporate Social 

Responsibility, laporan keberlanjutan 

 

ABSTRACT 

The study aims to identify and expose empirical evidence on the impact of the 

characteristics of the council of commissioners projected with independent councils 

of Commissioners, the size of its council, female councillors, the frequency of its 

meetings on the quality of sustainability disclosure moderated by the CSR 

committee. The population of this study is a food and beverage subsector 

manufacturing company listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI) for the 

period 2021-2023. The sampling technique in this study uses purposive samplings 

with specified criteria, thus obtaining 22 companies as samples. The results of this 

study show that the size of the board of commissioners and women's councils have 

a positive influence on the quality of sustainability disclosure. While independent 

councils and the frequency of council meetings have no influence on the quality of 

sustainability disclosure. However, the CSR committee as a moderation variable is 

unable to strengthen the impact of the board's characteristics on the quality of 

sustainability disclosure.  

Keywords: Characteristics of the Board of Commissioners, Corporate Social 

Responsibility committees, sustainability reports 
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PENDAHULUAN  

Seiring perkembangan zaman, tuntutan terhadap perusahaan semakin 

meningkat. Fokus perusahaan bukan saja meningkatkan laba, tetapi juga harus 

memperhatikan dampak operasionalnya terhadap lingkungan serta tanggung jawab 

sosial. Banyak perusahaan yang saat ini berkembang menghadapi kritik karena 

menyebabkan kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan. Pemicu utamanya 

adalah munculnya fenomena seperti pencemaran lingkungan dan eksploitasi 

sumber daya alam secara besar-besaran (Heriansyah & Faradiza, 2023). Contoh 

kasus pencemaran lingkungan yang pernah terjadi yaitu PT. Unilever yang 

membuang limbah B3 di area perkebunan sehingga banyak ternak lokal yang mati. 

Kasus eksploitasi sumber daya alam yang pernah terjadi yaitu PT Vale Indonesia 

yang merusak hutan dan berdampak pada kelestarian flora dan fauna. Berbagai 

kasus yang terjadi merupakan bukti dari sikap egois dan ketidakpedulian 

perusahaan terhadap dampak bisnisnya.  

 

Laporan keberlanjutan belakangan ini telah menjadi isu utama dan tren di 

kalangan perusahaan terutama terkait masalah penurunan emisi karbon dan 

persiapan untuk menghadapi perubahan iklim yang sedang menjadi isu sentral 

dalam agenda global, yang memunculkan tantangan baru bagi perusahaan di 

seluruh dunia (Kompas.com, 2024). Selain itu, laporan keberlanjutan juga 

digunakan untuk melaporkan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan kepada 

seluruh pemangku kepentingan selama periode tertentu. Hal ini mencerminkan 

bentuk tanggung jawab dan keterbukaan perusahaan atas aktivitas yang dilakukan. 

Laporan keberlanjutan menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan 

sekitarnya serta tanggung jawab sosial. Laporan keberlanjutan adalah sarana untuk 

mengukur kinerja perusahaan dalam mewujudkan triple bottom line, serta menjadi 

tolok ukur bagi stakeholder lainnya dalam menelaah tanggung jawab sosial 

perusahaan. Di Indonesia, pengungkapan keberlanjutan awalnya bersifat sukarela, 

akan tetapi, pada tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan 

terkait pengungkapan keberlanjutan melalui POJK Nomor 51/pojk.03/2017 tentang 

Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Keuangan, Emiten, dan 

Perusahaan Publik.   

 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam 

mengungkapkan laporan keberlanjutan adalah Good Corporate Governance 

(GCG). Penerapan GCG harus didukung oleh struktur tata kelola perusahaan yang 

mencakup organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan 

Komisaris, Direksi, serta Komite Audit. Dewan Komisaris memiliki tugas untuk 

melakukan pengawasan umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta 

memberi nasihat kepada Direksi. Dewan komisaris merupakan entitas pengendalian 

internal tertinggi karena mereka mewakili pemegang saham dan bertanggung jawab 

langsung untuk mengawasi jalannya pengurusan perusahaan (Setiawan & 

Ridaryanto, 2021).  

 

Dewan Komisaris memiliki karakteristik khusus, dimana istilah 

karakteristik mengacu pada ciri-ciri yang melekat pada individu seperti gender dan 
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pengetahuan (Setiawan & Ridaryanto, 2021). Dewan komisaris independen, ukuran 

dewan komisaris, dewan komisaris perempuan, serta frekuensi rapat dewan 

komisaris merupakan karakteristik dewan komisaris yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

 

Dewan komisaris independen berperan penting bagi transparansi informasi 

perusahaan. Tugas mereka mencakup pengawasan terhadap direksi, baik secara 

umum maupun khusus, serta berfungsi sebagai mediator untuk mencegah konflik 

kepentingan dengan pemegang saham (Jasman et al., 2023). Menurut POJK Nomor 

51/POJK.03//2017 Pasal 19 ayat 2, proporsi komisaris independen minimal harus 

30%. Jumlah komisaris yang besar dapat meningkatkan objektivitas dan 

mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi selengkap mungkin 

melalui laporan keberlanjutan. Penelitian yang dilakukan (Heriansyah & Faradiza, 

2023; Jasman et al, 2023; Wahyudi, 2021) menemukan dewan komisaris 

independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan, sementara 

penelitian yang dilakukan oleh (Mujiani et al, 2021; Tobing et al, 2019) 

menemukan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap 

pengungkapan keberlanjutan. 

 

Ukuran dewan komisaris merupakan total komisaris yang ada pada sebuah 

organisasi, mencakup komisaris internal dan eksternal. Total anggota komisaris 

yang lebih besar dapat meningkatkan efisiensi pada sistem pelaporan dan 

mempermudah pengawasan terhadap kinerja manajemen (Kolsi & Muqattash, 

2020). Ukuran dewan komisaris dinilai mempengaruhi proses pengawasan, 

pengambilan keputusan, dan keterbukaan. Penelitian yang dilakukan (Rahman et 

al., 2023; Trisnawati et al., 2022; Ederikat et al, 2020) menemukan ukuran dewan 

komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh (Jasman et al, 2023; Kolsi & Muqattash, 2020) 

menemukan ukuran komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan 

keberlanjutan.  

 

Keberagaman gender dalam dewan komisaris mengacu pada keberadaan 

perempuan sebagai anggota dewan komisaris. Perempuan dan laki-laki memiliki 

nilai dan kualitas kepribadian yang berbeda, yang mungkin mempengaruhi cara 

mereka mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Perempuan lebih 

memilih untuk mengabaikan moralitas dan aturan karena mereka menghindari 

mengambil risiko saat mengambil keputusan (Rahman et al., 2023). Dewan 

komisaris perempuan sering dianggap lebih teliti, kritis, dan peka terhadap 

lingkungan sekitar. Hal ini dapat mengawasi kinerja manajemen dengan baik dan 

berpotensi mempengaruhi pengungkapan keberlanjutan (Esther & Petrus, 2021). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Kolsi & Muqattash, 2020; Ederikat et al, 2020) 

menemukan dewan komisaris perempuan memiliki pengaruh terhadap 

pengungkapan keberlanjutan, sementara penelitian yang dilakukan oleh (Jasman et 

al, 2023; Setiawan & Ridaryanto, 2021) menemukan dewan komisaris perempuan 

tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan. 
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Interaksi antara anggota dewan komisaris dalam rapat yang diadakan 

sepanjang setahun sangat penting untuk mendukung pekerjaan pengawasan 

manajemen. Tingginya frekuensi pertemuan antar dewan komisaris menandakan 

kerja sama yang baik dan mampu untuk memfasilitasi terwujudnya GCG, sehingga 

dewan komisaris dianggap mampu menerbitkan kegiatan sosial perusahaan melalui 

pengungkapan keberlanjutan (Mohamed & Riham, 2020). Penelitian yang 

dilakukan (Setiawan & Ridaryanto, 2021) menemukan frekuensi rapat dewan 

komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan, sementara 

penelitian yang dilakukan oleh (Trisnawati et al., 2022) menemukan frekuensi rapat 

dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan.  
 

Komite CSR umumnya bertugas mengevaluasi kinerja dan kebijakan terkait 

isu tanggung jawab sosial dan usaha-usaha keberlanjutan yang dilakukan oleh 

perusahaan. Pembentukan komite CSR dianggap sebagai mekanisme penting dalam 

tata kelola perusahaan (Jasman et al., 2023). Keterlibatan Komite CSR dapat dilihat 

sebagai sarana yang berguna untuk meningkatkan jangkauan dan kinerja 

pengungkapan keberlanjutan.  

 

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian sebelumnya ditemukan adanya 

hasil penelitian yang tidak konsisten dari peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga 

peneliti ingin menyelidiki lebih lanjut sejauh mana karakteristik dewan komisaris 

yang dilihat dari dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dewan 

komisaris perempuan, dan frekuensi rapat dewan komisaris dapat mempengaruhi 

kualitas pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Mengingat hubungannya dengan 

GCG, karakteristik ini mungkin berdampak pada pengungkapan keberlanjutan 

perusahaan. Untuk keterbaruan penelitian ini peneliti menambahkan variabel 

moderasi, yaitu komite CSR yang bertugas mengawasi pengungkapan 

keberlanjutan dan inisiatif keberlanjutan perusahaan sebagai keterbaruan dari 

penelitian ini. 

 

TINJAUN TEORI  

 

Agency Theory  

Agency theory merupakan hubungan kontraktual antara pemilik atau pemegang 

saham (principal) dan manajer atau pekerja (agen) dalam sebuah perusahaan 

menurut Jensen dan Meckling (1976). Prinsipal mempekerjakan agen untuk 

mengelola aset atau sumber daya yang dimiliki oleh prinsipal serta dapat 

mengambil keputusan yang baik dan menguntungkan prinsipal. Keputusan-

keputusan tersebut meliputi koordinasi antara unit-unit, alokasi sumber daya 

perusahaan, penetapan harga dan biaya, pengaturan kompensasi, dan pemberian 

insentif. Poin-poin utama dari teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976): 

Konflik kepentingan (agency conflict), Biaya keagenan (agency costs), Struktur 

kepemilikan dan insentif, Kontrak keagenan.  

Hubungan agency theory dengan laporan keberlanjutan yaitu laporan 

keberlanjutan berfungsi sebagai alat untuk mengurangi asimetri informasi dan 
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konflik keagenan, dengan memberikan laporan yang transparan, akuntabilitas, dan 

kredibel. (Trisnawati et al, 2022). Salah satu komitmen manajemen untuk 

meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan serta merupakan bentuk transparansi 

perusahaan, dengan melaksanakan laporan keberlanjutan (Rahman et al., 2023). 

Good Corporate Governance (GCG) 

Menurut Finance Committee on Corporate Governance, tata kelola perusahaan 

merupakan kerangka kerja dan prosedur untuk mengelola aktivitas perusahaan 

dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan serta tanggung jawab perusahaan 

(Wahyudi, 2021). GCG memiliki tujuan menciptakan kerangka kerja yang efektif 

untuk pengelolaan dan pengawasan perusahaan serta untuk memastikan bahwa 

perusahaan menjalankan kegiatan mereka dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

transparansi, akuntabilitas, kewajaran, dan tanggung jawab sosial (Heriansyah & 

Faradiza, 2023). Inti dari GCG adalah meningkatkan performa perusahaan melalui 

kontrol dan pengamatan kinerja manajemen, serta meminta pertanggungjawaban 

manajemen kepada pemangku kepentingan (stakeholder) sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Perusahaan mengungkapkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial 

kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitasnya (Mujiani et al, 

2021). 

 

Dewan Komisaris Independen  

Komisaris independen adalah individu yang tidak termasuk dalam manajemen, dan 

tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Diharapkan komisaris independen ini 

tidak dipengaruhi oleh manajemen, sehingga mereka bisa menggerakkan 

perusahaan untuk menyampaikan informasi lebih banyak dan membuat keputusan 

yang objektif tanpa pengaruh eksternal atau internal yang dapat menyebabkan 

konflik kepentingan. Adanya dewan komisaris independen dapat mendorong 

perusahaan untuk lebih aktif dalam berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, 

terutama melalui laporan keberlanjutan (Tobing et al, 2019). 

 

Ukuran Dewan Komisaris 

Ukuran dewan komisaris mencakup total keseluruhan anggota komisaris yang ada 

pada perusahaan, baik internal maupun eksternal. Dalam suatu perusahaan, dewan 

komisaris bertugas mengawasi tindakan manajemen puncak yang merupakan 

tingkat pengendalian internal tertinggi. Dewan komisaris, yang merupakan unit 

organisasi bertanggung jawab untuk mengawasi perusahaan, memberikan nasihat 

kepada direksi, dan penerapan GCG (KNKG, 2006).  

 

Dewan Komisaris Perempuan 

Dewan komisaris perempuan mengacu pada kehadiran perempuan dalam dewan 

komisaris suatu perusahaan. Keberadaan perempuan dalam dewan komisaris 

membawa perspektif yang berbeda-beda dalam pengambilan keputusan, karena 

pengalaman, latar belakang dan sikap perempuan yang lebih hati hati dan 

cenderung menghindari risiko, serta lebih teliti dibandingkan laki-laki (Jasman et 

al, 2023). Dewan komisaris perempuan cenderung lebih memperhatikan aspek 

keberlanjutan, termasuk isu-isu sosial dan lingkungan serta dapat membantu 
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perusahaan memperkuat komitmen mereka terhadap CSR (Kolsi & Muqattash, 

2020).  

 

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 

Frekuensi rapat dewan komisaris dilihat dari seberapa sering dewan komisaris 

bertemu untuk melakukan pertemuan resmi guna membahas berbagai masalah yang 

berkaitan dengan pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Rapat-rapat dewan 

komisaris biasanya dijadwalkan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan 

urgensi masalah-masalah yang perlu dibahas (Trisnawati  et al., 2022). Tujuan rapat 

dewan komisaris adalah untuk memastikan adanya pengawasan yang efektif 

terhadap kegiatan perusahaan, memberikan arahan dan bimbingan kepada 

manajemen eksekutif, serta memastikan bahwa keputusan-keputusan strategis 

diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perusahaan dan 

para stakeholder (Setiawan &Ridaryanto, 2021). 

 

Komite CSR 

Komite CSR adalah sebuah badan atau kelompok yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan. Tugas utama komite CSR 

adalah merencanakan, mengawasi, dan melaksanakan program-program 

keberlanjutan yang selaras dengan tujuan perusahaan serta kebutuhan sosial dan 

lingkungan sekitarnya. Komite CSR memastikan bahwa perusahaan mematuhi 

prinsip-prinsip sosial, lingkungan dan etika dalam kegiatan operasionalnya (Tobing 

et al, 2019). Komite CSR memiliki kedudukan yang sama seperti komite audit yang 

membedakan hanya fokus pengawasannya, komite audit berfokus pada laporan 

keuangan sedangkan komite CSR berfokus pada usaha-usaha keberlanjutan. 

 

Laporan Keberlanjutan 

Menurut Global Reporting Initiative (GRI), laporan keberlanjutan adalah dokumen 

yang dikeluarkan perusahaan untuk menginformasikan dampak ekonomi, 

lingkungan, dan sosial dari aktivitas harian mereka. Laporan ini juga mencakup 

nilai-nilai, tata kelola perusahaan, serta model bisnis yang digunakan. Laporan 

keberlanjutan berdasarkan standar GRI mencakup informasi yang relevan dan 

material untuk pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta memberikan 

panduan tentang bagaimana mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan dampak 

keberlanjutan. Laporan keberlanjutan yang dibuat sesuai dengan standar 

internasional GRI masih berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan 

(SDGs) dari PBB. Laporan tersebut tidak hanya memaparkan pencapaian 

perusahaan tetapi juga tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah perbaikan 

yang direncanakan. 

 

Pengembangan Hipotesis  

 

Berdasarkan agency theory, dewan komisaris independen perlu menunjukkan 

independensi mereka saat mengawasi manajer, dan memverifikasi bahwa 

perusahaan telah beroperasi dengan baik. Tata kelola perusahaan yang diterapkan 

dengan tepat dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penyampaian 
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informasi lebih banyak kepada prinsipal, salah satunya melalui laporan 

keberlanjutan. Anggota dewan yang independen cenderung lebih objektif dan 

mampu memberikan pengawasan yang lebih efektif terhadap manajemen. Dewan 

komisaris independen dapat mendorong transparansi dan pelaporan yang akurat 

mengenai inisiatif keberlanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Heriansyah & 

Faradiza. (2023); Jasman et al. (2023); Wahyudi. (2021); Ederikat et al. (2020) 

mengunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 

pengungkapan keberlanjutan. Sesuai dengan penjelasan yang telah diberikan, 

hipotesis pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas 

pengungkapan keberlanjutan. 

 

Berdasarkan agency theory, ukuran dewan komisaris berperan dalam mengatasi 

konflik keagenan antara prinsipal dan agen. Besar kecilnya jumlah dewan komisaris 

dapat ditentukan berdasarkan jumlah anggotanya, ukuran dewan komisaris dinilai 

dapat mempengaruhi proses pengawasan, pengambilan keputusan, dan 

keterbukaan. Semakin besar jumlah anggota komisaris yang dimiliki perusahaan 

maka semakin mudah untuk mengawasi tugas manajemen dalam menjalankan 

usahanya dan semakin besar pula pihak manajemen menyampaikan pelaksanaan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keberlanjutan. 

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al. (2023); 

Setiawan & Ridaryanto. (2021); Ederikat et al. (2020)  yang mengunjukkan bahwa 

ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, hipotesis pada penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut:  

H2: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas 

pengungkapan keberlanjutan. 

 

Berdasarkan agency theory, keberadaan perempuan dalam dewan komisaris dapat 

membantu mengurangi konflik keagenan melalui peningkatan kualitas pengawasan 

dan tata kelola perusahaan. Keberadaan perempuan dalam dewan komisaris sering 

kali dikaitkan dengan etika kerja yang lebih tinggi, kepatuhan yang lebih baik 

terhadap peraturan, dan transparansi yang lebih besar, yang semuanya mendukung 

tujuan prinsipal. Keberadaan perempuan dalam dewan komisaris membawa 

keberagaman perspektif, meningkatkan sensitivitas sosial dan etika, memperbaiki 

komunikasi dan hubungan dengan prinsipal, meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan norma sosial. 

Keberadaan komisaris perempuan dalam perusahaan dapat meningkatkan kualitas 

pengungkapan keberlanjutan. Semakin banyak komisaris perempuan dalam 

perusahaan dapat berkontribusi pada peningkatan jumlah indeks dalam 

pengungkapan keberlanjutan, karena mereka cenderung lebih fokus pada 

pencapaian non-finansial. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Ridaryanto. 

(2021); Ederikat et al. (2020) mengunjukkan bahwa dewan komisaris perempuan 

berpengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan. Sesuai dengan penjelasan yang 

telah diberikan, hipotesis pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
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H3: Dewan komisaris perempuan berpengaruh positif terhadap kualitas  

pengungkapan keberlanjutan. 

 

Berdasarkan agency theory, frekuensi rapat dewan komisaris yang tinggi membantu 

memastikan manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal dan 

pemangku kepentingan, serta meningkatkan transparansi dan mengurangi konflik 

keagenan antara dewan komisaris, direksi dan manajemen. Rapat dewan komisaris 

diagendakan secara berkala sesuai dengan permasalah yang perlu dibahas dan 

memastikan bahwa kepentingan berbagai prinsipal dan pemangku kepentingan 

diakomodasi dalam strategi dan operasi perusahaan, yang mendukung 

keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Manajemen memiliki banyak kesempatan 

untuk menganalisis rencana strategis masa depan perusahaan, ketika dewan 

komisaris sering mengadakan rapat. Dengan demikian, diharapkan fungsi 

pengawasan menjadi lebih optimal, yang berpotensi meningkatkan cakupan 

pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Studi yang dilakukan oleh Trisnawati et 

al.(2022); Setiawan & Ridaryanto. (2021) mengunjukkan bahwa frekuensi rapat 

dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan. Sesuai 

dengan penjelasan yang telah diberikan, hipotesis pada penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

H4: Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas 

pengungkapan keberlanjutan. 

 

Berdasarkan agency theory, komite CSR merupakan bagian dari tata kelola 

perusahaan yang mempunyai tugas untuk memastikan bahwa perusahaan bertindak 

sesuai dengan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial, dan memastikan bahwa 

manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham 

(principal) dan pemangku kepentingan. Adanya komite CSR dapat meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dan pelaksanaan kegiatan CSR 

perusahaan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip agency theory yang menekankan 

pentingnya pengawasan untuk meminimalkan konflik keagenan. Komite CSR 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan CSR disusun secara jujur dan 

akurat, serta menyediakan informasi yang transparan kepada prinsipal dan 

pemangku kepentingan lainnya mengenai kinerja sosial serta lingkungan 

perusahaan. Saat ini banyak perusahaan yang memiliki komite CSR untuk 

membantu dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap pengungkapan 

keberlanjutan dan usaha-usaha keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan. 

Komite CSR bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja dan kebijakan 

mengenai isu-isu terkait CSR dan keberlanjutan. (Ederikat et al, 2020). Keterlibatan 

Komite CSR dapat dilihat sebagai sarana yang berguna untuk meningkatkan 

mekanisme tata kelola untuk mengembangkan kinerja pengungkapan 

keberlanjutan. Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, hipotesis pada 

penelitian dirumuskan sebagai berikut:  

H5: Komite CSR memperkuat pengaruh dewan komisaris independen 

terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan. 

H6: Komite CSR memperkuat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap 

kualitas pengungkapan keberlanjutan. 
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H7: Komite CSR memperkuat pengaruh dewan komisaris perempuan 

terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan. 

H8: Komite CSR memperkuat pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris 

terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan. 

 

METODE PENELITIAN  

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder. 

Data sekunder yang digunakan adalah laporan tahunan dan laporan keberlanjutan 

dari perusahaan subsektor makanan dan minuman ringan yang terdaftar di BEI 

tahun 2021-2023. Informasi ini didapat dari situs resmi BEI yaitu (www.idx.co.id) 

dan dari website masing-masing perusahaan. Ruang lingkup penelitian ini 

mencakup variabel-variabel yang berkaitan dengan karakteristik dewan komisaris,  

komite CSR dan laporan keberlanjutan.  

 

Dewan komisaris independen diukur menggunakan proporsi jumlah dewan 

komisaris independen dan jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Wahyudi, 

2021). 

Dewan Komisaris Independen = Jumlah dewan komisaris independen 

Jumlah anggota dewan komisaris 

 

Ukuran dewan komisaris merupakan total semua anggota dewan komisaris pada 

perusahaan (Setiawan & Ridaryanto, 2021). 

Ukuran Dewan Komisaris = Σ anggota dewan komisaris 

 

Kehadiran perempuan dalam dewan komisaris merupakan salah satu tanda adanya 

keberagaman gender dalam dewan komisaris (Rahman et al., 2023). 

Dewan Komisaris Perempuan = Jumlah dewan komisaris perempuan 

Jumlah anggota dewan komisaris 

 

Frekuensi rapat dewan komisaris didefinisikan sebagai jumlah rapat dewan 

komisaris yang diselenggarakan dalam satu tahun (Trisnawati et al.,  2022). 

Frekuensi rapat dewan komisaris = Σ Rapat dewan komisaris pertahun 

 

Pengungkapan keberlanjutan diukur melalui indeks yang dikenal sebagai 

Sustainability Report Disclosure Index (SRDI), yang dikeluarkan oleh GRI. Indeks 

ini mencakup 91 kriteria terkait tanggung jawab perusahaan dalam bidang ekonomi, 

lingkungan, dan sosial. Pengukuran SRDI dilakukan dengan mengumpulkan 

jumlah item yang diungkapkan oleh setiap perusahaan dalam laporan 

keberlanjutannya. Rumus untuk menghitung SRDI adalah sebagai berikut:  

SRDI = N/K 

N = Jumlah item yang diungkapkan 

K = Jumlah item yang diharapkan (91 item) 

 

Komite CSR sebagai variabel moderasi mempunyai tugas untuk melakukan 

pengawasan terhadap pengungkapan keberlanjutan dan usaha-usaha keberlanjutan 
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perusahaan (Jasman et al, 2023). Kehadiran komite CSR diukur dengan 

menggunakan dummy. Jika perusahaan mempunyai komite CSR maka diberi nilai 

1 dan jika tidak mempunyai komite CSR diberi nilai 0. 

 

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Moderated 

regression analysis (MRA) dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS 

Statistics 29. Model persamaan analisis regresi moderasi dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5Z+ β6X1Z + β7X2Z + β8X3Z + β9X4Z + e 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Analisis Deskriptif 

 

Hasil pengujian statistik deskriptif dapat ditemukan dalam Tabel 1 

 

Tabel 1. Analisis Deskriptif 

        Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

LK 66 0,18 0,92 0,4013 0,1288 

DKI 66 0,3 0,8 0,3879 0,1060 

UDK 66 2 8 3,77 1,586 

DKP 66 0,0 0,6 0,117 0,1974 

FRDK 66 3 12 6,09 1,689 

KOMITE CSR 66 0,0 1 0,1061 0,3102 

Valid N 

(listwise) 

66 
    

Catatan: LK= Laporan Keberlanjutan, DKI= Dewan Komisaris Independen, UDK = Ukuran Dewan Komisaris, DKP= 
Dewan Komisaris Perempuan, FRDK= Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 

 

Berdasarkan tabel hasil analisis deskriptif tersebut, dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Dewan Komisaris Independen (DKI) dari data tersebut mempunyai nilai rata-

rata sebesar 0,3879 dan standar deviasi sebesar 0,6988.  

2. Rata-rata nilai Ukuran Dewan Komisaris (UDK) dari data tersebut sebesar 3,77 

dengan standar deviasi sebesar 1,586.  

3. Dewan Komisaris Perempuan (DKP) dari data tersebut memperoleh nilai rata-

rata sebesar 0,117 dengan standar deviasi sebesar 0,1974.  

4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (FRDK) dari data tersebut memiliki nilai 

rata-rata sebesar 6,09 dengan standar deviasi sebesar 1,689. 

5. Komite CSR pada penelitian ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 2,58 

dengan standar deviasi sebesar 0,498. 

6. Laporan Keberlanjutan (LK) dari data tersebut memiliki nilai rata-rata sebesar 

0,4013 dan standar deviasi sebesar 0,1288. 
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Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Tabel 2. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 Unstandardized Residual 

N 66 

Normal Parametersa,b Mean 0,0000000 

Std. 

Deviation 

0,12308268 

Most Extreme Differences Absolute 0,101 

 Positive 0,101 

Negative -0,071 

Test Statistic 0,101 

Asymp. Sig. (2-tailed)c 0,090d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal, berdasarkan uji normalitas 

pada Tabel 2. Dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansi Asymp sig. (2-tailed) 

sebesar 0,090 lebih besar dari 0,05. 

Uji Multikolinearitas 

Tabel 3. Uji Multikolinearitas 

               Coefficients 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) 0,242 0,085  2,853 0,006   

DKI -0,003 0,156 -0,002 -0,017 0,987 0,904 1,106 

UDK 0,011 0,011 0,134 1,034 0,305 0,892 1,121 

DKP -0,077 0,085 -0,119 -0,910 0,367 0,879 1,137 

FRDK 0,021 0,010 0,275 2,116 0,038 0,885 1,130 

KOMITE 

CSR 

-0,015 0,029 -0,287 -1,670 0,025 0,907 1,125 

a. Dependent Variable: LK 
Catatan: DKI= Dewan Komisaris Independen, UDK = Ukuran Dewan Komisaris, DKP= Dewan Komisaris Perempuan, FRDK= Frekuensi Rapat 

Dewan Komisaris 
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Tabel 3 menunjukkan nilai dari hasil pengujian multikolinearitas, semua variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai TOL > 0,1 dan VIF < 10. Maka 

disimpulkan bahwa seluruh variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas  

  

Uji Heteroskedastisitas 

 

Hasil pengujian heteroskedastisitas ditemukan dalam tabel berikut:  

 

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,204 0,054  3,793 0,000 

DKI -0,101 0,094 -0,132 -1,066 0,291 

UDK 0,007 0,006 0,129 0,040 0,302 

DKP -0,144 0,051 -0,351 -2,806 0,107 

FRDK -0,005 0,007 -0,111 -0,805 0,424 

KOMITE 

CSR 

0,016 0,035 0,060 0,445 0,658 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel di atas, semua variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi yang lebih tinggi dari 

0,05. Maka disimpulkan bahwa seluruh variabel tersebut tidak memiliki gejala 

heteroskedastisitas.  

 

Uji Autokorelasi  

Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi 

                                                   Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0,295a 0,087 0,087 0,1270 1,972 

a. Predictors: (Constant), KOMITE CSR, FRDK, DKI, DKP, UDK 

b. Dependent Variable: LK 

 

Berdasarkan hasil uji Durbin Watson (DW) dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

masalah autokorelasi, yang terlihat dari nilai DW 1,972, di mana nilai 1,4758 < DW 

< 2,2681. 
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Moderated Regression Analysis (MRA) 

Tabel 6. Koefisien MRA 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Consta

nt) 

0,182 0,106 
 

1,726 0,199 

DKI -0,051 0,157 -0,042 -0,324 0,747 

UDK 0,034 0,015 0,449 2,336 0,023 

DKP 0,030 0,090 0,045 2,285 0,002 

FRDK 0,009 0,011 0,112 0,863 0,392 

KOMIT

E CSR 

-0,024 0,022 -1,892 -1,098 0,128 

X1Z 1,314 0,824 1,422 1,594 0,116 

X2Z 0,002 0,095 0,017 0,021 0,984 

X3Z 0,296 1,128 0,241 0,262 0,794 

X4Z -0,078 0,059 -1,708 -1,334 0,187 

a. Dependent Variable: LK 

 

Berikut ini hasil persamaan Moderated Regression Analysis yang diperoleh, yaitu  

Y= 0,182 – 0,051x1 + 0,034x2 + 0,030x3 + 0,009x4 + 1,314x1z + 0,002x2z + 

0,296x3z – 0,078x4z + 0,106 

 

Uji Hipotesis 

Uji Model (F) 

Tabel 7. Uji Model 

            ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 0,188 8 0,024 3,507 0,007b 

Residual 0,890 57 0,016   

Total 1,079 65    

a. Dependent Variable: LK 

b. Predictors: (Constant), X4Z, UDK, DKI, DKP, KOMITE CSR, X3Z, X2Z, FRDK, 

X1Z 

Model dalam penelitian ini sudah tepat untuk digunakan, berdasarkan hasil uji f 

dalam Tabel 7 menjelaskan nilai F-hitung yang diperoleh sebesar 3,507 lebih tinggi 

dari nilai F-tabel sebesar 2,52 dengan tingkat signifikansi 0,007 yang kurang dari 
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0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model yang digunakan dalam 

penelitian ini telah tepat digunakan. 

Koefisien Determinasi (R2) 

 

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi 

                                                       Model Summary 

Model R  R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0,418a 0,359 0,175 0,1249 

a. Predictors: (Constant), X4Z, UDK, DKI, DKP, KOMITE CSR, 

X3Z, X2Z, FRDK, X1Z 

Tabel di atas menjelaskan bahwa nilai Adjusted R Square yang didapatkan sebesar 

0,175, yang diinterpretasikan bahwa dari 17,5% variasi dalam kualitas 

pengungkapan keberlanjutan dapat dijelaskan oleh variabel komisaris independen, 

ukuran komisaris, komisaris perempuan, frekuensi rapat komisaris, dengan 

dimoderasi oleh komite CSR, Sementara itu, 82,5% variasi lainnya dipengaruhi 

oleh variabel yang tidak terdapat dalam model penelitian ini.  

Uji T 

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis 

 Hasil Tingkat Sig Kesimpulan 

H1 0,747 0,05 Tidak Didukung 

H2 0,023 0,05 Didukung 

H3 0,002 0,05 Didukung 

H4 0,392 0,05 Tidak Didukung  

H5 0,116 0,05 Tidak Didukung 

H6 0,984 0,05 Tidak Didukung 

H7 0,794 0,05 Tidak Didukung 

H8 0,187 0,05 Tidak Didukung 

 

Pembahasan  

 

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kualitas Pengungkapan 

Keberlanjutan  

 

Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang bukan bagian dari 

manajemen, atau pejabat yang memiliki hubungan dengan perusahaan. Dewan 

komisaris independen seharusnya tidak terpengaruh oleh manajemen sehingga 

dapat memberikan lebih banyak laporan serta membuat penilaian dengan objektif 

dan bebas dari pengaruh internal maupun eksternal yang dapat menimbulkan 

konflik kepentingan. Semakin banyak informasi yang disampaikan kepada 

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

repository.stieykpn.ac.id 



14 
 

pemangku kepentingan melalui laporan keberlanjutan, menunjukkan keberadaan 

dewan komisaris independen sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan 

yang baik. Temuan penelitian ini tidak dapat menjawab permasalahan penelitian, 

yaitu dewan komisaris independen tidak memberikan pengaruh positif terhadap 

kualitas pengungkapan keberlanjutan.   

Tidak berpengaruhnya dewan komisaris independen terhadap kualitas 

pengungkapan keberlanjutan diduga disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, 

dewan komisaris independen belum melaksanakan tugas serta fungsinya secara 

maksimal. Meskipun ada dewan komisaris independen, jika mereka tidak memiliki 

cukup waktu untuk perusahaan karena terlibat dalam kegiatan lain, maka peran 

mereka tidak akan efektif. Kedua, kualitas anggota dewan komisaris independen. 

Dalam pengambilan keputusan, keahlian dewan komisaris sangat penting. Oleh 

karena itu, keterampilan, pengetahuan, dan latar belakang pendidikan komisaris 

independen harus dipertimbangkan selain komposisi mereka. Hal ini dapat 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada tingkat dewan komisaris, 

termasuk keputusan mengenai pengungkapan keberlanjutan. Ketiga, sikap 

independensi dewan komisaris independen. Karena beberapa anggota dewan 

komisaris independen tidak dapat menunjukkan sikap independen, akibatnya fungsi 

pengawasan tidak berjalan dengan efektif serta manajemen tidak terdorong untuk 

mengungkapkan informasi keberlanjutan. 

Temuan penelitian ini bertentangan dengan agency theory yang menyatakan 

bahwa dewan komisaris independen sebagai bagian dari mekanisme internal 

bertanggung jawab untuk mengawasi tindakan manajemen dalam mendorong 

transparansi dan pengungkapan keberlanjutan yang berkualitas. Dewan komisaris 

independen harus menunjukkan sikap independen saat mengawasi manajemen, 

memberikan arahan kepada dewan direksi, serta memverifikasi bahwa perusahaan 

telah mengikuti praktik tata kelola perusahaan yang tepat. Penerapan GCG yang 

baik akan menggerakkan perusahaan agar menyampaikan lebih banyak informasi 

kepada prinsipal, salah satunya melalui laporan keberlanjutan. 

Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mujiani et al. 

(2021); Tobing et al. (2019) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen 

yang memiliki sikap independensi tidak menjamin anggota komisaris tersebut dapat 

mendukung pengawasan terhadap manajemen dalam pengungkapan keberlanjutan.  

 

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kualitas Pengungkapan 

Keberlanjutan  

 

Ukuran dewan komisaris adalah total keseluruhan anggota komisaris pada 

perusahaan, baik internal maupun eksternal. Dalam suatu perusahaan dewan 

komisaris bertugas mengawasi tindakan manajemen dalam kegiatan operasional 

perusahaan, dan penerapan GCG. Besar kecilnya jumlah dewan komisaris dapat 

ditentukan berdasarkan jumlah anggotanya. Ukuran dewan komisaris dinilai dapat 

mempengaruhi proses pengawasan, pengambilan keputusan, dan keterbukaan. 

Perusahaan semakin mudah untuk mengawasi tugas manajemen ketika 

menjalankan usahanya, ketika perusahaan memiliki jumlah dewan komisaris yang 

banyak, sehingga laporan keberlanjutan perusahaan terkait pelaksanaan tanggung 
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jawab sosial semakin lengkap. Temuan penelitian ini dapat menjawab 

permasalahan penelitian, yaitu ukuran dewan komisaris dapat memberikan 

pengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.  

Temuan ini sesuai dengan agency theory yang menjelaskan bawah dewan 

komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi tindakan manajemen dalam 

menjalankan bisnis perusahaan termasuk kebijakan keberlanjutan sehingga dapat 

mengurangi konflik keagenan dan dapat memberikan laporan yang transparan, 

akuntabilitas, dan kredibel. Laporan keberlanjutan yang diungkapkan oleh 

perusahaan berfungsi untuk meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan serta 

merupakan bentuk transparansi perusahaan kepada prinsipal dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al. 

(2023); Setiawan & Ridaryanto. (2021); Ederikat et al. (2020) yang menemukan 

bahwa ukuran dewan komisaris yang besar akan memudahkan dewan komisaris 

dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan program keberlanjutan yang 

dilakukan oleh perusahaan.  

 

Pengaruh Dewan Komisaris Perempuan terhadap Kualitas Pengungkapan 

Keberlanjutan 

 

Dewan komisaris perempuan mengacu pada kehadiran perempuan dalam dewan 

komisaris suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan keberagaman gender dalam 

struktur pengambilan keputusan. Keberadaan perempuan dalam dewan komisaris 

membawa keberagaman perspektif yang berbeda dalam pengambilan keputusan, 

meningkatkan sensitivitas sosial dan etika, memperbaiki komunikasi dan hubungan 

dengan prinsipal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan 

kepatuhan terhadap regulasi dan norma sosial. Keberadaan dewan komisaris 

perempuan dalam perusahaan dapat meningkatkan kualitas dari pengungkapan 

keberlanjutan. Semakin banyak komisaris perempuan akan berdampak pada 

peningkatan skor atau jumlah indeks dalam pengungkapan keberlanjutan yang 

dilaporkan oleh perusahaan, karena dewan komisaris perempuan dinilai lebih 

berfokus pada pencapaian non-finansial. Temuan penelitian ini dapat menjawab 

permasalahan penelitian, yaitu dewan komisaris perempuan dapat memberikan 

pengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.  

Temuan penelitian ini sejalan dengan agency theory yang menjelaskan 

bahwa keberadaan perempuan dalam dewan komisaris dapat membantu 

mengurangi konflik keagenan melalui peningkatan pengawasan dan menciptakan 

tata kelola yang baik. Keberadaan perempuan dalam dewan komisaris sering kali 

dikaitkan dengan etika kerja yang lebih tinggi, kepatuhan yang lebih baik terhadap 

peraturan, dan transparansi yang lebih besar. Dewan komisaris perempuan sering 

terlibat dalam pengawasan manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan 

prinsipal juga pemangku kepentingan, strategi perusahaan, serta kebijakan 

keberlanjutan yang dilaporkan dalam laporan keberlanjutan perusahaan. 

Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & 

Ridaryanto. (2021); Ederikat et al. (2020) yang menunjukkan bahwa keberadaan 

perempuan dalam jajaran komisaris dinilai mampu meningkatkan fungsi 

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

repository.stieykpn.ac.id 



16 
 

pengawasan terhadap manajemen, karena dewan komisaris perempuan dianggap 

lebih teliti, kritis, dan peka terhadap aspek keberlanjutan yaitu sosial dan 

lingkungan sekitar. 

 

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Kualitas 

Pengungkapan Keberlanjutan  

 

Frekuensi rapat dewan komisaris mengacu pada seberapa sering dewan komisaris 

sebuah perusahaan bertemu untuk melakukan pertemuan resmi guna membahas 

berbagai masalah yang berkaitan dengan pengawasan dan pengelolaan perusahaan. 

Rapat-rapat dewan komisaris biasanya dijadwalkan secara berkala sesuai dengan 

kebutuhan dan urgensi masalah-masalah yang perlu dibahas. Tujuan dari frekuensi 

rapat dewan komisaris adalah untuk memastikan adanya pengawasan yang efektif 

terhadap kegiatan perusahaan, memberikan arahan dan bimbingan kepada 

manajemen, serta memastikan bahwa keputusan-keputusan strategis diambil 

dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perusahaan. Temuan 

penelitian ini tidak dapat menjawab permasalahan penelitian, yaitu frekuensi rapat 

dewan komisaris tidak memberikan pengaruh positif terhadap kualitas 

pengungkapan keberlanjutan. 

Tidak berpengaruhnya frekuensi rapat dewan komisaris terhadap kualitas 

pengungkapan keberlanjutan diduga karena beberapa alasan. Pertama, banyak topik 

yang harus dibahas dalam rapat dewan komisaris seperti kinerja keuangan, strategi 

bisnis, risiko yang dihadapi perusahaan, kepatuhan dan regulasi. Dengan banyak 

topik yang dibahas, isu atau topik terkait keberlanjutan mungkin tidak mendapatkan 

perhatian yang cukup, meskipun frekuensi rapat dewan komisaris tinggi. Kedua, 

adanya anggota komisaris yang mendominasi dalam rapat komisaris dan lebih 

mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan perusahaan sehingga 

dinilai kurang efisien. Ketiga, komitmen dan kompetensi anggota dewan komisaris 

dalam isu-isu keberlanjutan. Jika dewan komisaris tidak memiliki pengetahuan atau 

kepedulian yang cukup tentang keberlanjutan, rapat yang sering dilakukan tidak 

akan meningkatkan pengungkapan keberlanjutan. 

Temuan penelitian ini bertentangan dengan agency theory yang 

menjelaskan bahwa rapat dewan komisaris sebagai media komunikasi dan 

koordinasi antara anggota-anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya 

sebagai pengawas manajemen dan memastikan bahwa kepentingan berbagai 

prinsipal dan pemangku kepentingan telah diakomodasi dalam strategi dan operasi 

perusahaan, yang mendukung pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Frekuensi 

rapat dewan komisaris yang tinggi memainkan peran penting dalam mengurangi 

konflik keagenan antara dewan komisaris, direksi dan manajemen, serta 

meningkatkan transparansi. 

Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati et al. 

(2022); Setiawan & Ridaryanto. (2021) yang menunjukkan bahwa frekuensi rapat 

dewan komisaris yang tinggi tidak menjamin topik terkait kebijakan dan kinerja 

keberlanjutan dibahas, karena dalam rapat dewan komisaris banyak topik yang 

dibahas dan lebih mengutamakan topik yang berkaitan dengan kinerja keuangan 
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dan operasional perusahaan. Topik keberlanjutan dianggap kurang penting untuk 

dibahas. 

Komite CSR Memoderasi Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap 

Kualitas Pengungkapan Keberlanjutan 

Keberadaan komite CSR pada perusahaan mempunyai tugas utama untuk 

merencanakan, mengawasi, serta melaksanakan program-program CSR yang sesuai 

dengan tujuan perusahaan dan aturan, nilai atau norma yang berlaku pada 

masyarakat. Perusahaan yang memiliki komite CSR dapat mempengaruhi 

komisaris independen dalam mengawasi aktivitas keberlanjutan serta 

pengungkapan keberlanjutan perusahaan dengan objektif.  Hasil dari penelitian ini 

tidak dapat menjawab permasalahan penelitian, yang menunjukkan bahwa komite 

CSR tidak dapat memperkuat pengaruh dewan komisaris independen terhadap 

kualitas pengungkapan keberlanjutan. 

Tidak berpengaruhnya komite CSR dalam memoderasi pengaruh dewan 

komisaris independen terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan diduga karena 

beberapa alasan. Pertama, fokus yang berbeda antara komisaris independen dan 

komite CSR. Dewan komisaris independen lebih fokus dengan aspek keuangan dan 

operasional perusahaan, seperti profitabilitas, risiko, dan kepatuhan regulasi. 

Sementara itu, komite CSR lebih berfokus pada dampak sosial dan lingkungan, 

yang mungkin tidak selalu terlihat langsung dalam laporan keuangan. Kedua, 

kompetensi dan pengalaman komite CSR mempunyai peran penting dalam 

pengungkapan keberlanjutan. Komite CSR harus memiliki latar belakang atau 

pemahaman yang baik tentang keberlanjutan agar dapat menyampaikan usaha-

usaha keberlanjutan dengan jelas. Apabila komite CSR tidak dapat menyampaikan 

usaha-usaha keberlanjutan perusahaan dengan jelas maka tidak dapat 

mempengaruhi dewan komisaris. Ketiga, adanya keterbatasan wewenang, komite 

CSR tidak memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan 

keberlanjutan. Komite CSR hanya dapat memberikan rekomendasi, tetapi 

keputusan akhir tetap berada pada dewan komisaris.  

Komite CSR Memoderasi Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap 

Kualitas Pengungkapan Keberlanjutan 

 

Komite CSR dapat membantu dewan komisaris perusahaan dalam mengelola 

tanggung jawab sosialnya, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan 

serta berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan tempat mereka beroperasi. 

Akan tetapi tidak semua perusahaan mempunyai komite CSR, Karena komite CSR 

dibentuk secara sukarela untuk menjalankan program CSR yang telah dibuat 

(Endrikat et al. 2020). Komisaris yang jumlahnya besar dapat mempermudah 

pengawasan pada manajemen dalam melaporkan pelaksanaan tanggung jawab 

sosial perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keberlanjutan. Dewan komisaris 

yang besar juga dapat memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam 

pelaksanaan kebijakan keberlanjutan. Hasil dari penelitian ini tidak dapat menjawab 

permasalahan penelitian, yang menunjukkan bahwa komite CSR dapat memperkuat 

pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.  
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Tidak berpengaruhnya komite CSR dalam memoderasi pengaruh ukuran 

dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan diduga karena 

beberapa alasan. Pertama, pelaksanaan program CSR perusahaan dilakukan oleh 

dewan komisaris lainnya, sehingga fungsi atau kehadiran komite CSR tidak dapat 

mempengaruhi perusahaan dalam kegiatan dan  pengungkapan keberlanjutan. 

Kedua, kurangnya koordinasi antara komite CSR dan dewan komisaris, jumlah 

dewan komisaris yang banyak dalam perusahaan, tidak menjamin bahwa koordinasi 

antara dewan komisaris dan komite CSR dapat tercipta dengan baik, karena komite 

CSR yang bekerja secara terpisah dari dewan komisaris sehingga memiliki interaksi 

yang terbatas dan berakibat pada koordinasi yang kurang baik.  

 

Komite CSR Memoderasi Pengaruh Dewan Komisaris Perempuan terhadap 

Kualitas Pengungkapan Keberlanjutan 

 

Perusahaan yang memiliki komite CSR mempunyai tugas untuk membantu 

perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas keberlanjutan 

perusahaan. Keberadaan perempuan dalam dewan komisaris dapat mendorong gaya 

kepemimpinan yang lebih inklusif dan kolaboratif. Hal ini mengarah pada 

kerjasama yang lebih baik antara komite CSR dan dewan komisaris dalam 

implementasi inisiatif keberlanjutan yang lebih efektif. Dewan komisaris 

perempuan lebih cenderung memperhatikan isu sosial, lingkungan, serta etika, yang 

relevan dengan aktivitas keberlanjutan. Hasil dari penelitian ini dapat menjawab 

permasalahan penelitian, yang menunjukkan bahwa komite CSR tidak dapat 

memperkuat pengaruh dewan komisaris perempuan terhadap kualitas 

pengungkapan keberlanjutan. 

Tidak berpengaruhnya komite CSR dalam memoderasi pengaruh dewan 

komisaris independen terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan diduga karena 

beberapa alasan. Pertama, perspektif dan pengalaman yang berbeda, komite CSR 

mungkin lebih berfokus pada inisiatif jangka pendek dan proyek-proyek spesifik 

tanpa integrasi penuh dengan strategi bisnis. Sedangkan dewan komisaris 

perempuan mungkin memiliki perspektif yang lebih strategis dan jangka panjang 

terhadap keberlanjutan. Kedua, otoritas yang terbatas komite CSR memiliki peran 

penting dalam melaksanakan kebijakan CSR, tetapi mungkin tidak memiliki 

otoritas yang cukup untuk mempengaruhi kebijakan strategis atau laporan 

keberlanjutan secara keseluruhan. 

 

Komite CSR Memoderasi Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 

terhadap Kualitas Pengungkapan Keberlanjutan 

 

Komite CSR berkaitan erat dalam kerangka tata kelola perusahaan yang 

berorientasi pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Komite CSR memiliki 

kedudukan yang sama dengan komite audit yang membedakan hanya fokus 

pengawasannya, komite audit lebih fokus pada laporan keuangan sedangkan komite 

CSR berfokus pada kebijakan dan kinerja-kinerja keberlanjutan. Rapat dewan 

komisaris yang diadakan oleh dewan komisaris membahas banyak topik serta 

kendala-kendala yang dialami oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis, salah 
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satu topik yang dibahas yaitu tentang keberlanjutan perusahaan. Semakin sering 

dewan komisaris mengadakan rapat, semakin banyak kesempatan yang tersedia 

bagi manajemen untuk menganalisis rencana strategis masa depan perusahaan. 

Dengan demikian, diharapkan semakin baik fungsi pengawasan komite CSR 

terhadap pengungkapan keberlanjutan yang diungkapkan oleh perusahaan. Hasil 

dari penelitian ini tidak dapat menjawab permasalahan penelitian, yang 

menunjukkan bahwa komite CSR tidak dapat memperkuat pengaruh positif dari 

frekuensi rapat dewan komisaris terhadap kualitas laporan keberlanjutan.  

Tidak berpengaruhnya komite CSR dalam memoderasi pengaruh frekuensi 

rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan keberlanjutan diduga karena 

beberapa alasan. Pertama, fokus tanggung jawab yang berbeda, dewan komisaris 

memiliki tanggung jawab yang luas mencakup seluruh aspek tata kelola 

perusahaan, termasuk keuangan, operasional, strategi bisnis, risiko, dan kepatuhan. 

Sedangkan komite CSR fokus pada tanggung jawab sosial dan keberlanjutan 

perusahaan. Karena itu, agenda rapat dewan komisaris lebih beragam dan tidak 

hanya berkisar pada isu CSR dan keberlanjutan saja. Kedua, adanya keterbatasan 

wewenang, komite CSR tidak memiliki wewenang untuk mempengaruhi atau 

mengubah jadwal rapat dewan komisaris. Komite CSR mungkin mengusulkan 

agenda atau topik keberlanjutan untuk dibahas dalam rapat, tetapi keputusan akhir 

mengenai topik keberlanjutan dibahas atau tidak dalam rapat tetap pada dewan 

komisaris.  
 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah karakteristik dewan 

komisaris memiliki pengaruh terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan yang 

dimoderasi oleh komite CSR pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan 

minuman ringan. Berikut beberapa kesimpulan dari penelitian yang diperoleh dari 

hasil pengujian dan analisis data yang telah diinterpretasikan.  

Dewan komisaris independen dan frekuensi rapat dewan komisaris 

ditemukan tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan. 

Sedangkan, ukuran dewan komisaris dan dewan komisaris perempuan memiliki 

pengaruh terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan. Selain itu, komite CSR 

tidak mampu memperkuat pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap 

kualitas pengungkapan keberlanjutan. Keterbatasan yang ditemukan pada 

penelitian ini adalah tidak semua perusahaan yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini memiliki komite CSR.  

Saran atau rekomendasi untuk penelitian sejenis kedepannya, yaitu 

memperluas sampel perusahaan sektor lain yang memiliki komite CSR, dan 

mencari aturan OJK tentang kehadiran komite CSR dalam perusahaan. Peneliti 

berikutnya dapat mencari variabel independen lain yang terkait dengan karakteristik 

dewan komisaris, seperti pengalaman CEO, dualitas CEO, usia, tingkat pendidikan, 

dan latar belakang budaya, yang diperkirakan dapat mempengaruhi kualitas 

pengungkapan keberlanjutan.  
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